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perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola

satunya teiah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas Kinerja
penyeienggara qegara yang leriniegrasi sebagai banan instiumen ulama
pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai
salail salu unsur penling sistem ini, Rencaiia Staleyis reiupakail istiuiniern
awal untuk mengukur Kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian
viSi, Misi, lujuan maupun sasaran yang leian dilelapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint
diperuntukain untuk 25-30 lanuin Kedepaii. Seimeiiiara visi /L yailg dikenéndaci
dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa
penganggaran 5 { lima ) iahun kedepan, sehingga periu revisi uniuk
mewujudkan visi Pengadilan Agama dalam 5 tahun. Sehubungan dengan
usana penguaian akuniabiiiias kinerja sebagaimana dialur daiam Peraiuran
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi
Pemerinian, dan Peraturan Menieri Pendayagunaan Aparaiur iNegara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Peiaporan Kinerja dan Tala Cara Review alas Laporar
Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusuniah Reviu Rencana Strategis
FPergadiian Againia Baluiicin 2015 - 2018, Penyusunanya didpayakail secaid
optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan ,oleh karena itu tidak
leriulup kemungrinian adaryd pelbaikai yang disesuaikarn dengaii kebuiunail
dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi

Kencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin ahun 2013-2019 ~ Halaman 1




Rala Felnganlai
Daftar isi
Bab i Fendanuiuan
1.1 Kondisi Umum
1.2 Polensi daii Periiiasaiaiiali
Bab ii  Visi, Misi dan Tujuan

2.1 Visi gan iviisi

Ty T ~ [ e et alala Cdvrmdrmrims
i Liﬁl.\.aei

2.3 Indikator Kinerja Utama

o

2.4 Frograi dail Reyigldrl

Bab ill  Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Siraiegi Mankaman Agung Ki

w

w
N

Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin

w
N}

Arah Kebijakan dan Siraiegi Pengadiian Agama Batuiicin

w

3 Kerangka Reguiasi
3.4 Rerangka neiembagaan
Bab 1V Arah Kebijakan dan Strategi
3.1 Arah Kebijakan dan Siraiegi iviankaman Agung Ki

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka FPendanaan

BABV  Penutup

LANVIFIRAN
1. SK Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019

Maliik Reviu Rencana Staleais Pencadilan Acama Balulicin Tahun 2015-

S

Aman
e

L

17
i/

18

Reviu Kenstra .Pengaéix‘faﬁ_ﬂgama Bawhem tahun 20152019 Halaman




%
N
5%

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
Dagi rakyal pencari keadiian yang beragama isiam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun
2008 lenlang Perubahan Kedua ailas Undang-Undang Nomor ¢ Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Feradilan Againa dilaksanakan olell Perngadiian Againa dan Pengadiiarn
Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Agama Batulicin terletak di JI. Dharma Praja No. 45 RT.02
RW.01, Keiurahan Gunung Tinggi, Kecamaian Batuiicin, Kabupaien
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki wilayah hukum
terdiri 145 Desa dengan 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan, dengan luas
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ErDENIUKNya ren
Bumbu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi
Raiimanian Selalan. Berdiriiya Kabupalen Tanail Bumbu dikualkan vien
Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri
Dalarii Negeii Hail Sabaiiio pada haii Seiasa langgai 6 Aprii 2003 pada
acara peresmian tersebut bersamaan pula dengan peiantikan Pejabat
Bupall yang dipercayakail kepada dr. r. Zaifuiiain Azihar, M. 3cC.
Perjuangan yang gigih masyarakat Tanah Bumbu agar mendapatkan
status lerbeintukinya Kabupalen Tainail BDuinibu memakain wakiu saiigatl
panjang yaitu dalam kurun waktu 44 tahun (1958-2003).

Dasar Hukum berdirinya Pengadiian Agama Bauiicin adaian
Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610, Sejak
perdirinya Pengadilan Agama Baiuiicin beium memiiiki kanior yang

permanen dan mengonirak di Jalan Dharma Praja RT.7 Desa Kersik Putin
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reinudiain pindall di Jalaii Raya DBaludiiciii RT1.2 Desa Keisik Fuliii
Kemudian pindah lagi ke Jalan Raya Batuilicin RT.8 Desa Kersik Putih
Daru pada tahun 2012  dengan dana picyek DIFA Fengadian Tiiggl
Agama Banjarmasin dibangunlah kantor Pengadilan Agama Batulicin
lerietak di Ji. Dharma Fraja RT7.2 No.45 Keiurahan Gunung Tinggi seiuas
3.501 m2.

Pada tanun 2012 Pengadiian Agama Bauuiicin  dari DiPA
Pengadiian Tinggi Agama Banjarmasin untuk pengadaan tanah seluas +
3501 NiZ dan pembangunan gedung kanior tanap i, yang kemudian pada
tahun 2013 dan 2014 Pengadilan Agama Balulicin mendapat Dana dari
DIiPA Mankamah Agung Ri uniuk meianjuikan Pempangunan Gedung
Kantor Tahap il dan Tahap Iil hingga menjadi bangunan Gedung berlantai
Z sepeili sekarang ini, yang sudail sesual dengan Firolvilype Gedung
Pengadilan Agama Kelas Il

VWilayail Hukuii Pengadilan Agatiia Satuiicin Keias il meiiputi 10
Kecamatan dan 144 Desa serta 5 Kelurahan, yaitu :

1. Recamalan Kusain Hiiir dengan 34 Desa darn 1 Reiuraiian,

A

Kecamatan Sungai Loban dengan 17 Desg;

Kecamatan Satui dengan 16 Desa;

s o

Kecamatan Angsana dengan 9 Desa;

Kecamaian Kusan Huiu dengan Z1i Desa;

o o

Kecamatan Kuranji dengan 7 Desa;

Kecamaian Baltuiicin dengan 7 Desa dan i Keiuranan,

@ =~

Kecamatan Karang Bintang dengan 11 Desa,;

Kecamaian Simpaing Empat dengan 10 Desa dan 2 RKeiuanarn,

= {0

0. Kecamatan Mantewe dengan 12 Desa.

Kabupalen Baiuiicin leilelak di ardara 2752 - 3747 (Linlang
Selatan) dan 115°15 -116°04" (Bujur Timur). Secara geografis Kota
Baluiicii berbalasan seagai berikut .

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kotabaru;
0. Sebelai Selalan dengan Laul Jawa,
c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kotabaru;
_____ e i e i P
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Maiikaiilall Agung Repubiik indonesia sebaygai saiail sailu purncak

kekuasaan Kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi

membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak

manajeinen di bidaing administratif, persoiii dain finansiai seria saraina daii
prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan anggung jawab dan taniangan
karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
guna mewdujudkan organisasi sebagai iembaga yang proiesionai, efekiil,
efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, periu dilakukan pembaruan
peradiian secara lerencana, lerarail dan berkesinamboungan dengan
mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah
Agung Repubilk indonesia.

Pengadilan Agama Batulicin sebagai Pengadilan Agama Tingkat
Feilama di wilayah Kalimanian Selalan daiam mewujudkan ai ersebul
telah melaksanakan berbagai program dan Kegiatan berdasarkan
Reiicana Stralegis (Rensira) Pengadiian Agama Batulicun Taihun 2012-
2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Batulicin
dali S€Kiail prograin dain Kegialan yaing i€lan diseienggarakain, ada
beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-
2019.

Untuk itu daiam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Fengadiian Agama Baiuiicin Tanun 2015-2019, maka pada iahun 2019
dilakukan reviu RENSTRA dalam rangka melaksanakan mandate
samipal S (iima) lanun yang akan daiang sesuai dengan core business-
nya, yaitu pelayanan kepada masyarakatl yang teiah diuraikan dalam
indikator Kinerja Ulaima dan Maliiks Reiicana Slialegis muiai anun
2017. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem
Akunlabiiilas Kineija instansi Pemeriniai (SAKIP) olei Merniieli Neygaia
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
Malikaimait Aguing seita Sural Sekrelaris Maiikaimait Aguing Ri NOmor.
1604/SEK/OT.01.1/11/2019, tanggal 15 November 2019, maka periu

¢ hmlm o A mm DT RIOTOY A
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Olel karena ilu di dalam menganaiisa periu membual sualu

perbandingan antara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

(Tabel 1)
Sisa Sisa
No L Tahun Perkara Pe""a’_a '_’”"_“ah Perkara . Perkara
! ! | wana i ain |I Viasuk rerkara ! dlpu‘:us JF calrarann
vang Lau - galkarana
1 2015 122 827 949 818 131
| 2 | 2016 131 | 776 907 779 128
2L 2017 128 ! R20 ! Q4R ! ] f 27
! 4 2018 27 1.231 1 1.258 1.223 35
5 2019 35 1162 1197 1164 33

Dail dala dialgas menunjukkan bahwa pioiesionaiisine apaialu
peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan
meningkatnya penvelesaian perkara atau putusan perkaranva liap tanun.

(Grafik 1).
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1.2. Poiensi dan Permasaianan

A. Potensi
Poiensi adaian kemampuan uniuk dikembangkan ,daiam nai ini poiensi
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Batulicin untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam

netapan KU vang diuraikan dalam RENSTRA 6§ tahun antara lain

1 Rahwa Dengaduan Agama Batulicin telah menetapkan Indikator Kineria

Utama (IKU) yang sepenunnya bisa dimaniaatkan dalam pembpuatan

naraneanaan fal=lalat-lalolai-la=1a] RPancana Sératanie marianian  kinacia
perencanaan, penganggaran, meneans SUaeyis,peranjian  Knelis,

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja

w
O
]
I

0

pengadilan ,walaupun tidak semua usulan dikabulkan.

gsionai ieian mengikul pelatinan,

L P ™ -
3. QOullivel dyd

Diklat, seminar, baik Hakim Tinggi, Kepaniteraan maupun Sekretariatan.

L] -
H

Manusia yang Fro

B. Fermasaianarn.

Pengadiian Agama Batuiicin senantiasa memantau dan meninjau
infcrmasi lentang isu internai dan eksiernai agar reievarn dengan ujuan darn
arahan stratejik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan
memperliimbangkan masaian yang lerkail dengan niial, pengelanuar
budaya dan kinerja organisasi. Sedangkan Konteks eksternal dapat
difasilitasi datl isu yang lmbul dengan (empeltimoangkan  nukuim,
teknologi, persaingan, budaya, masyarakat, dan lingkungan ekonomi, baik

i0Kai, regional, nasionai, maupun iniermasionail.
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Isu inlernal  yang mempengaruni  sislem  manajemen pada
Pengadilan Agama Batuilicin antara lain :
. Kekuatan
a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

-

- ™ o e g -t -
igil reiuidal

D. Adanya Dasar Hukum yang jeias (rei
undangan yang berlaku)
Adanya Reiormasi Tata Keioia Peradiian
Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan Sistem informasi berbasis Web/Desklop
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Adanya Job description dan SK Penunjukan
i. Adanya Renslia alau Program Tanunan
j.  Kekompakan/Komitmen Manajemen
Z. Reigimnaian
a. Kurangnya jumiah dan Kualitas SDM bidang Kesekretariatan
dan Kepaniteraan
b. Belum optimainya pelaksanaan SOP

Terbatasinya anggarain untuk meiningkaikai

Y S S T
{

P L e T e
ollildo Rdi WU

!:'" 1

Kurangnya Sarana dan prasarana Kepaniteraan,
Kesekretariatan dan iingkungan kantor
e. Kurangnya disipiin daiam meiaksanakan fugas
i. Leman aiau ilidak adanya sanksi yang iegas
isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada
Pengadilan Agaima Balulicin anlara iain .
1. Peluang
a. Adarya susialisasi, bitnbingan leknis, pendidikan dai peialinan
yang aliaksanakan oien iviankaman Agung aan uiren saatiag
MA RI
Opiimaiisasi Sumber Daya iMianusia (SO
Apiikasi berbasis Web/desktop

Kerjasama dengan Pemerinian Kabupaien Tanah Bumbu

® 0 o v

Kerjasama dengan Pengadilan Negeri

I. Kerjasama aengan Kejaksaan

Reviu Renstra Pengadilan Aga'.r_ﬁa Batré'ﬁcfn'x"ahrm 2015-2019 W Halaman 6




g. Kerjasama dengain Kepalisian

h. Kerjasama dengan Dinas Sosial

i. Kerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

j. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM

¥ T T mn, L O
LISl jUodiia Wi igai uc.lucul iTuodL \.uc.mom\

. Kerjasama dengan pihak POS Indonesia
iil. Re&ijasaitia Aeiigaii piiian Daiik
n. Kerjasama dengan KPPN dan KPNKL

2. Ancaman

m

i tasnya v trieciiicaf Dangndi-‘ﬁﬂ Aaama Ratulicin
Luasnya yurisaikst Fengadian Agama satuicin

o

Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota/daerah

¥ 4 Yol it
AoNEeKs! Inter

0

o

Sering terjadinya pemadaman listrik

™ . o e B e f o B
Mutasi pegawai yang tanpa pengganti menyebabkan Kurangnya

Medan yang ditempuh untuk pemanggilan para pihak

[l =h 3y

Lambalnya SDM dalam menerima sisteimn Kerja yang baru

h. Kurangnya pemahaman tentang teknis dan administrasi

Dalam menganilisa permasaiahan menggunakan melode SWQOT,
mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi
yang ada saal ini yailu berupa | Kekualan (strenglins), keiemahnan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang
merupakaln hal Kilis segera dialasi Karena membual Kemundurai
organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir
Kelemahan / Kekurangain yang ilerdapal pada Oiganisasi serta menexan
dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain
permasaianannya sebagai berikut :

1. Belum dimanfaatkannya indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen
perencanaan iainnya dan penganggaran.

2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum
sepenunnya dilengkapi dengan indikaior keberhasilan atas {ujuan dan
sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kuailitas pengukuran

Kebernasilian rencana sirategis terseput.
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KU belum sepenuhnya dimanfaalkan dalam dokumen perencanaan,

penganggaran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan di unit kerja. Kondisi

tersebul mengganggu keselarasan Kinerja ulama mulai dari rencana

strategis, rencana kinerja tahunan, rencana Kerja dan anggaran,

perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja sampai evaluasi kinerja internal.

. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau

mensyaratkan adanya kinerja terukur sebeium pengajuan kegiaian dan
anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome
yang mungkin belum selesai, sehingga fidak mendorong unit kKerja untuk

menerapkan anggaran berbasis kinerja.

. Unil kerja / Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung belum

sepenuhnya melakukan perjenjangan (cascading down) kinerja utama,
mulai dari Kelua Pengadilan sampal ke lingkal Eselon 1V, Perjanjian
Kinerja yang sudah ditandatangani belum sepenuhnya dimonitor dan
dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pihak yang berjanji.

Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas peiaksanaan
kKegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpuikan keberhasiian

sebuah program.

Adapun program Kerja / strategic planning dalam menangani konleks

organisasi meliputi isu internal dan isu eksternal, yaitu :

1.

Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatinan hukum
acara / teknis yustisial, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.
Penyempurnaan SOP.

Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

Pembinaan dan DDTK Adminisirasi Perkara dan Pola Bindaimin.
Optimalisasi terhadap Pengawasan.

Peningkalan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkatl

pengolah data.

Reviu Renstra Peng_écfr_i:.‘an Agama Batuliein 1ahun 2015-2019° 'Haiarﬁan'_'_g._" g




Harapan pihak yang berkepenlingan lerhadap kinerja Pengadilan
Agama Batulicin, yaitu :
1. Masyarakal pencari keadilan
a. Putusan yang memenuhi rasa keadilan

b. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu

c. Kemudahan dalam mengakses informasi perkara

_r\'n

Mahkamah Agung Ri. Dirjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
a. Meningkatnya adminisirasi penerimaan perkara yang efekiif, efesien
dan akuniabel
b. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat wakiu,
ransparan dan akunlabel
c. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan

. Meningkalnya penyelesaian pulusan/penelapan secara lepal waklu

O

yang diunggah ke website
e. Meningkalinya penyelesaian minulasi berkas perkara lepatl waklu
f. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu

Bank

©

a. Adanya transaksi Kkeuangan
0. Tersedianya data keuangan yang vaiid

c. Mendapatkan kepuasan pelanggan
4. Kanior Pos / Ekspedisi

a. Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan dokumen

b. Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan

5. KPKNL
a. Rekonsiliasi
6. KPPN

a. Penyampaian laporan perlanggung jawaban bendahara lepal wakiu
b. Penyampaian SPM dengan data dukung yang iengkap

¢. Pengajuan SKFPP

7. DJA

dengan dala dukung yang lengkap
a. Penyampaian laporan keuangan (CALK) semesleran dan tahunan tepat waklu
b. Realisasi anggaran dimaksimaikan

PR o T e P e |
[
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8. DJP

a. Penyampaian laporan pajak lembaga tepat waktu

b. Penyampaian laporan pajak pribadi pegawai tepal waklu
9. TASPEN

a. Penertiban SK pensiunan tepat wakitu

b. Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun
10. BKN/BKD

a. Penerbitan SK pangkat tepat waktu

b. Terlaksananya kesejahieraan pegawai dan administrasi kepegawaian
11. Badan Statistik.

a. Terpenuhinya informasi kepada masyarakat lenlang perkara yang
diterima dan yang putus serta faktor penyebabnya.
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Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-

P .

1 pmm T o e~ e Tt e T T
Komitmen bersama dalam menetapkan Kinerja

2018 merupakan
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sisiematis meilaiui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengeioiaan terhadap sistem Kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan uniuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jeias
seria sebagai pedoman dan toiak ukur Kinerja Pengadiian Agama
Batuiicin. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mianhkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-201S, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
Kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015-2018S.

Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batulicin, Visi Pengadilan Agama
Batulicin mengacu pada visi Mahkamah Agung Ri dan Pengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA FENGADILAN AGAMA B

AGUNG” .
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Misi adalah sesualu yang harus diemban alau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan
baik.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Agama Batulicin
menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kias Il Batulicin;
2. Meningkatkan proses adminisirasi dan penyeiesaian perkara,
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan,
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daiam pelayanan masalah
hukum di Pengadilan Agama Klas Il Batulicin
Z.2. Tujuan dan Sasaran Siralegis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waklu satu sampai dengan lima lahun dan tujuan ditetapkan
mengacu Kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin.
Adapun Tujuan vang hendak dicapai Pengadilan Agama Balulicin adalan
sebagai berikut:
1. Meningkainya penyelesaian perkara yang sedernana, tepal wakiu,

transparan dan akuntabel.

!‘\.}

Meningkalnya Adminislrasi perkara yang efeklil, elisien, dan akuniabel.
Meningkatnya penyeiesaian perkara meialui mediasi.

Meningkalnya aksepbililas pulusan hakii.

L

Meningkatknya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

Meningkalnya kepaluhan lerhadap pulusan pengadilan.

o

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
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Sasaran adalah penjabaran daii lujuan secara lerukur, yailu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun
Kedepan dari tanun 2015 sampai tahun 2019, sasaran slralegis yang
hendak dicapai Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana,
tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat
wakiu, tfransparan dan akuniabel.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka wakiu 5
buian.

4. Terwujudnya peningkalan pelayanan perkara miskin dan lerpinggirkan

yang diselesaikan tepat waktu.

&)

Terwujudnya peningkalan pelayanan perkara miskin dan lerpinggirkan
yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat wakiu.

Terwujudnya peningkalan kemudahan akses bagi masyarakal pencari

&)

keadilan.

~

Terwyjudnya peningkalan Kualilas pelayanan meja informasi

8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat
waklu.

9. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif,
giisien, dan akuntabel.

10. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan
transparan.

11. Terwujudnya peningkatan penyeiesaian adminisirasi putusan perkara
yang efeklil, efisien dan akunlabel.

12. Terwujudnya peningkatan penyeiesaian pelayanan penyampaian saiinan
pulusan lepal waklu.

13. Terwujudnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.

14. Terwujudnya peningkalan pelayanan penyerahan akla cerai secara cepal
dan tepat waktu.

15. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk

box yang tepat waktu
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8.
Kepada para pihak.

]
i

erwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjal

biaya perkara

Terwyjudnya peningkalan pelayanan mediasi.

18. Terwujudnya peningkatan Kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan

oo v m ml m mm oy e omm -
Kepada masyarakat.

19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita.

20. Terwujudnya peningkatan peiayanan permohonan eksekusi aias puiusan

yang telah berkekuatan hukum tetap.

21. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

2.5.

indikaior Kineria Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

yang menggambarkan Kinerja ulama pada Pengadiian Agama Balulicin

sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (core business) yang diemban,

yang sekurang- Kurangnya oulcoine
yahg g

(indikator hasil) sesuai dengan

kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indicator

keluaran atau output. Kinerja utama suaiu instansi adalah hal utama yang

akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu

dibentuk yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan

fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Balulicin.
indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

KINERJA | INDIKATOR
NO l‘ll“.‘l\"l l i Y a - PEN ELASAN
UTAMA KINERJA J
1. Terwujudnya a. P.ersentase Jumlah Sisa Perkara yang diseleszaikan % 100%
Proses sisa perkam Jumlah Siza Perkara yang Harue dizelesaikan
Peradilan yangf ) Catatan:
yang Pasti giscicsainail Sad puikald isisd plikeaia Wi scocluiiniya
F
Trangparan Nt
o A b. Persentase Jumlah Perkara yang diselesa:kan rahun berjalan X 100%
perkarayang Jumlah Perkara yang ada

A N .
Glseiesalian

[ L L
L\-Pﬂk Wi

a Pechandinganiumlaly perkara diselesaikan  denean
perkarayang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara
yang masuk)

o Juinlah perkara

rrabaney

Vo

yang ada = jumlali perkara yang diterima

oy Ty B SRR (U Rpvu— G o ————

il

e Penyelesaian  perkara  tepat waktu = perkara  yang

diseicsaikan mabhun berialan
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e . 4, e et . A i,

c. Persentase { Tni1-Tn _ .n~nn.
— A LUU 0
penurunan [ T"11
sisd perkara. |
Tn = kn.\null{u |r|hnuhn||\! 4
l Tn.l = Sisa pcrlmr’: tahun schelumnya
| Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun
berjalan
d. Persentase | S

Tidal

perkarayang

Viengajuidii
Upaya

Ll PPN
Hulum :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum ){

AV U

Jumlah Purusan Perkara
Calalan:
e Upaya nukum = Banding, Kasasi, Piv
® Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan
upaya hukum, maka semakin puas atas putusan

e Danuing pengadilai
o Kasasi
' € index
responden |Index Kepuasan Pencari Keadilan |
[ pencari
:';C(_ad;:uu Latatan :
yang PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
puasterfinada Februari 2004 tentang Pedoman fmum Penyusunan Index
i O e Kanmitaoan MMacw \wpl;p:l!ngt Dalavanan Inckanei Dameariniah
peradilan sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014
Teﬂtﬁﬁg Pedoman Sl.h_v'ﬁy \(e}-u“san !1:\5)"11\ akat Ter l\'\dunp
Penvelenggaraan Pelavanan Publik
2. | Peningkatan }a Persentase 1
Flektivitus isi putusan Jumlah 1s: Putusan yang diterima tepat wakm % 100%
Jumlah Putusan
1 Pengelolaan yang
Penyelesaian diterima olch |
;b [OPg U .
rerara para pihak
tepat waktu
. Narcambaca
0. rerseéiiwase
T jumlah Perkara yang diselesa:kan melalui Med:as: e
. y 5 Jumlah Perkara yang dilakukan Med:asi X 100%
Diselesailkan
melalui
di Catatan :
Mediasi Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
c. Persentase
berl(as ‘ l-ml lv-l-‘. Tee qn.“-I "-.._-_‘. Hivmbhnmleym Bayon, (-n DK werps “-.I.n.i )
perkara yang ]Lmlah herkas pcriulr:: }arg d:muhon}"m upaya hLPJm X 100%
dimohonkan
Banding,
Kasasi dan
PK yang
| diajtikan |
secara
lengkap dan
| tepat waktu |
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{ d. Persentase | jumiah amar putusan perkara ekonomi syariah
putusan yang diupload dalam website
yang ¥ 100%
menarik [ jumlah nutusan nerkara
perhatian : ’
masyarakat
. { (ekonomi
syariah )
vang dapat
| ! diakses
secara oniine
dalam waktu
A damaet mmyals
A BALAL -\J\-JHI)
diputus
3. | Meningkatnva { a. Persentase Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan —
Akses Perkara jumlsh Perkara Prodeo X ’
D A3 mzn baed Pradeo vang
A Wl RAndsacaaa uue.l . " Bt
| Masvarakat diselesaikan
Miskin dan Catatan:
Terpinggirkan Perma No. 1 Tahun 2.014 tentang P?doman Pembgnan
Layanan Hukum bagi Masvarakat Tidak Mampu di
Pengadilan
{ { b. Persentase Jumlah Perkara yang diselesakan diluar Gedung Pengadilan R
- - - - X 1007
l ‘ Perkara yang Jumlah Perkara yang seharumya diselesaikan diluar
dicalacailran gedung pengadilan
I QE]uar Catatan:
Gedung | » Perma No. | Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Pengadilan Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadiian
| | ¢ Uiluar gedung pengadiian adalah perkara yang
diselesaikan Ui fuai kanwi pengadiian (zelling piuule,
sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c. Persentase
Wl Jumlah Perkara Volunteer ldentras Hukum yang diselesatkan .~ ...
bR A dUU o
Permohon an( Jumlah Perkara Volunteer Idenutas Hukum yang digjukan
Vuoliiildiij
ldentitas Catatan:
] Hulitum e Perma i Tahun 2015 tentang Pelavanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama /
Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta
perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
o Dy SUTMNEE S AR TSRSt SR L P e aatais i
b adedbicd o A LAl WS AT Lh]lhlll&'. R heddd o4 i Ml“J‘{J‘I“iI A dddd
pemerikasaan perkara Volunteer ishat nikah dalam
nelavanan terpadu.
| I e ldentitas Hukum : Orang atau Anak vang status hukumnva
tidak jelas.
« Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
l i Kementerian Agama dan bDinas Kependudukan Catatan
] i | oSipu
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Persentase { Jumlah Pencar: Keadilan Golongan Tertentu yang
Pencari Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%
Kaadilan Jumlah Pencar: Kead:lan Golongan Tertentu
Golongan Catatan:
lertentu s PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
vang Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Mendapat Pengadilan
I Layanan ¢ Golongan tertentu yakni masyarakal miskin  dan
Bantuan werpinggirkan (marjinal)
Hukum
(Posbakum)
4. Menmgkamya Persentase | jumiah Putusan perkara yang ditindakianjui
x 100%
Kepatuhan Futsan Jurnlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Terhadap Perkara =
< | ¥ 7 (8}

. Putu;a‘n n_PlezjialLla Yang | ciatan:

S engaGiaan Ditindaiianjuti RHT : Rerkekuatan Hukum Tetap
(dieksekusi). |

2.4. Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis ada dua hal antara lain adalah terwujudnya

proses peradilan yang pasli, lransparan dan akuntabel dan peningkatan

effeklifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Strategi tersebut untuk

mewujudkan visi dan misi yang lelah dilelapkan dan membual rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat

untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualilas dan mencapai pengawasan yang berkualilas. Kegiatan

pokok yang dilaksanakan daiam program ini adalah:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan, pelatinan hukum

acara / teknis yustisiai, sita dan eksekusi serta diskusi hukum.

(SN

Penyempurnaan SOP.

Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

4. Pembinaan dan DDTK Adminislrasi Perkara dan Pola Bindalmin.

(8]

o

pengolah data.

Optimalisasi terhadap Pengawasan.

Peningkalan sarana dan prasarana lingkungan dan perangkat
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Mahkamah Agung dalam mendukung Kebijakan nasional dalam
mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah i K
Kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh)
sasaran strategis yang terdiri dari.

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkaian aksebilitas putusan nakim.

3. Peningkatan efeklivitas pengeiolaan penyelesaian perkara.
justice).

5. Meningkainya kepaiuhan lerhadap pulusan pengadilan.

8. Meningkatnya kualitas pengawasan

Peningkalan kualilas Sumber Daya Manusia.

|

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah
Agung unluk mewujudkan visi dan misi yang lelah dilelapkan. Unluk
mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung
membual arah Kebijakan disesuaikan dengan program dan kKegiatan yang
dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah Kebijakan adalah:

i. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.

2. Penerapan sistem Kkamar (penanganan perkara sesuai dengan
keahliannya)

3. Pengembangan Sistem informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan
fungsi manajemen peradiian.

4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan
pengadilan.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

. Melanjultkan reformasi birokrasi yailu pengualan organisasi melalui

[%}]

restrukiurisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru,

pengualan kapabilitas dan manajemen SDM.
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3.2. Arah Kebijakan dan Sirategi PTA Banjarmasin 2015-2019
Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam
upaya meningkaikan citra Mahkaman Agung seria Pengadilan dibawahnya
sebagai iembaga yang ternormat dan dihormati, Pengadiian Tinggi Agama
Banjarmasin selama kurun wakiu tahun 2015-2019 (elah melakukan
beberapa hal diantaranya adalan dengan meningkatkan sarana dan
prasarana Peradilan Agama di Kalimanlan Seialan, dengan selesainya
pembangunan gedung kantor beberapa Pengadiian Agama, antara lain
Fengadilan Agaima Barabai, Pengadilan Agama Marlapura dan Pengadilan
Agama Batuiicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada
Mmasyarakal dapal lebih dilingkalkan, disamping ilu untuk meningkatkan
transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua

[ E A,
I

Mahkamah Agung No.

4
i

ahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telan memiliki website
yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat
memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang
peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan
sebagainya.

Pemanfaatan {eknologi informasi juga terus dilakukan,sebagai sarana
untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebin efeklif dan efisien,
sehingga selain meningkalkan Kkualilas Kinerja peradilan, dapal juga
digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradiian itu sendiri.

Menindaklanjuli program pengembangan Teknologi Informasi dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun

2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Peneiusuran
Perkara (SIPP) dan unluk pengelolaan dala Kepegawaian lelah
mengaplikasikan Sistem informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah
Agung R.l. Sementara itlu website Pengadilan Tinggi Agaima Banjarmasin
dan seiuruh Pengadilan Agama di Kalimantan Seiatan teiah memuat
publikasi putusan, fransparansi anggaran dan {ransparansi biaya perkara,
prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik iainnya,
sehingga makin lengkapiah informasi vang dapat diperoleh masyarakat dari
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websile lersebul dan hal ini membuklikan bahwa peradilan agama lelah
menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Aralh kebijakan dan slralegi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-

an Pembaruan sebagai

2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Aral
berikut:

1) Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

2) Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

3) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
4) Arahan Pembaruan dalam Pengeiolaan Anggaran

3) Arahan Pembaruan Pengelolaan Asel

6) Arahan Pembaruan Teknologi informasi

7) Arahan Pembaruan Sislem Pengawasan

8) Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

3.3. Arah Kebiiakan dan Sirateai PA Batulicun 2015-2019
Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu
prinsip pokok dalam system Peradilan. Kelerbukaan merupakan kurnci lahirnya
akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui Keterbukaan (transparansi) maka
seluruh aparal Peradilan dilunlul secara maksimal dalam menjalankan
tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah Kebijakan
Fengadilan Agama Balulicin adalah terurai sebagai berikut:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Batulicin
2. Peningkatan pelayanan Kepada masyarakat dan peningkatan kinerja
Peradilan Agama di lingkungan Pengadiian Agama Batulicin serta
peningkatan Transparansi Peradilan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia meiaiui pembinaan dan DDTK
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas
keadilan.
Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, daiam
upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serla pengadian di bawahnya

sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan
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misinya Pengadilan Agama Batulicin tahun 2017 telah melakukan beberapa hal
di antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan pada Pengadilan Agama Balulicin yailu dengan cara
memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah meanset
seluruh karyawan untuk berperan sebagai pelayanan bukan sebagai tuan,
memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta
menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 83 tahun
2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi,
melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta
pemanfaatan dan pengembangan Teknoiogi Iinformasi meiaiui Website,
komputerisasi antrian sidang, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang
tunggu, poster, Pamfiet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana
untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efeklil dan efisien,
sehingga selain dapat meningkatkan kualitas Kinerja peradiian, dapat juga
digunakan unluk meningkalkan lransparansi sislem peradilan itu sendir,
disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP
(Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing
System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for ail)
dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu:

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo)

2. Penyediaan Pos Baniuan Pelayanan Hukum.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparasi Peradiian
Agama juga menjadi salah saiu rencana siraiegis, sehingga keterbukaan
informasi kepada masyarakal akan benar-benar terwujud, hai tersebut akan
memberikan kemudahan bagi masyarakal uniuk mempercleh informasi lentang
Peradilan Agama seperli prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan
sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata
pemerinltahan yang baik (good governance). Dalam konleks lersebut, ada 3 hak
publik yuang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

Hak publik untuk memantau dan mengamali perilaku pejabal publik

Hak publik atas informasi

© T

Hak unluk mengajukan keberalan
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Unituk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan

prinsip kKeterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki

standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK//2011 (SK KMA
No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Infomasi di Pengadilan, selain
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses

informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman

peiaksanaannya.

Aluran — aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah

mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan

akses publik terhadap informasi, yaitu:

a.

O

Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited
exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang
dikelola oleh pengadiian bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup
suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi
seseorang, dan Kepentingan komersial seseorang atau badan hukum:;
Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadil,an yang tidak periu
disertai alasan;

Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilanyang murah,
cepat, akurat dan tepat waktu;

Penyediaan informasi yang utuh dan benar;

Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan
terhadap informasi-informas yang penting untuk diketahui cleh publik;
Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pinak yang dengan sengaja
menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di
pengadilan dan

Mengkanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak
yang merasa hak-hanya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak

terpenuhi.

Reviu Rensra Péhgtzdﬂan-A'gdm'a'j’_i:an.dibf_"n .T&hmizo_!jeznw ~ Halaman




Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan
yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:
a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;
b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme
pengumumannya;
Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
Prosedur pelayanan informasi;

@ a o

Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta

-

Mekanisme keberatan dan sanksi,

Rencana slrategis yang tak kalah pentingnya adaiah peningkatan kuaiitas,
diskusi, pembinaan sehingga dapal meningkatkan kenerja aparat peradilan
dalam melayani masyarakat pencari keadiian.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana
untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien,
sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan
untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari
Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
Pengadilan Agama Batulicin telah memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi
Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SiPP),
untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem informasi
Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem informasi Kepegawaian (SIKEP)
dari Mahkamah Agung R.l. Semenlara itu websile Pengadilan Agama Balulicin
telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya
perkara, prosedur berperkara, dala pengawasan dan sebagainya, sehingga
makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website
tersebut dan hal ini membuklikan bahwa peradilan agama telah menjalankan

transparansi dan keterbukaan.
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3.4. Kerangka Reguiasi

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan
kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka periu didukung dengan regulasi
yang memadai. Perubahan dan penyusunan reguiasi turunan Undang-undang
yang dikailkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan iahirnya Undang-Undang Nomor . 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara legas menyalakan bahwa
kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan
pembangunan nasional. Pasal 4 ayal (2) menyatakan. "RPJM Nasional
merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
Kérangka eKonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana keija yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionai tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong
pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian
hukum maka diperiukan adanya sualu regulasi peraluran perundang-undangan
yang berkuaiitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi
Negara pada RPJM periode ke Il tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi
amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya
pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan
kKesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran
Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019
adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek Kehidupan
berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan
daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/iembaga
maka kementerian/iembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi
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yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.
Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam
rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka
regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas
Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019
dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tenlang juklak Nomor
2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman
Penginlegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.
Periunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun
2015-2019 adalah .
a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai
Kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan;
C. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperiuan
pembentukan regulasi.
Pengadilan Agama Batulicin sebagai lembaga di bawah Mahkamah
Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi
program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam

arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Batulicin :

1 | Terwujudnya | - Peningkatan [ - Penerapan - Pembuatan
proses penyelesaian pedoman SK Ketua
‘ peradilan perkara tepat pelaksanaan ] tentang
yang pasti, waktu, tugas untuk perbaikan
| lransparan {ransparan, penyelesaian SOP
dan akuntabel perkara - Pembuatan
| akuntabel berbasis pola | - Meningkatkan | SK Ketua |
BINDALMIN kuaiitas tentang Tim
dan SIPP nutusan Diskusi ;
hukum Hukum
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| - Peningkatan
kepatuhan
| terhadap
putusan

| pangadilan

- Peningkatan

t  kualitas SPM

Menjamin |
ketertiban
proses |

peradilan dan

adminictragj |

perkara

inlalbennalian ’
ishancananan: |

Pembuatan
SK Ketua
tentang
Pengawasan
Ridanag

- Pembuatan
SK Ketua
tentang Zona

el

i i
fhileyiildo

perkara i  peradilan yang | - Pembuatan
l | MOGer | SK Reiua
| | | tentang Tim I'
iT |
2 |TerWLfjt.fc.f+'1ya1 - Peningkatan | - Penerapan [ - Pembuatan ;’ Ketua
efektivitas salinan pedoman J SK Ketua |
[ pengelolaan | putusanyang | pelaksanaan | tentang l‘
penyelesaian dikirim ke | tugas untuk | perbaikan |
perkara | Para pihak | pengelolaan 1 SOP
secara tepat penyelesaian - Pembuatan |
| waklu | perkara | SKKetua |
- Peningkatan - Meningkatkan tentang |
| aksesibilitas |  kualitas | Pengawasan |
masyarakat putusan Bidang ,
| terhadap | hukum | - Pembuatan
peradilan - Melaksanakan SK Ketua !
| | transparansi | tentang Tim f
pelayanan IT |
! | peradilan vang | |
modern I
S § Teomuudnys ! Optimalisas ! Menjamin Pembuatan Katuz
peningkatan pemanfaatan ketertiban SK Ketua
duRuinigaii ! {ERINTICGI adiniinisiasi | €iitaing Tim
manajemen informasi f i
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dan !
pelaksanaan

| tugas teknis |

- Peningkatan
kualitas SDM

Melaksanakan |
transparansi

peradilan vang |

lainnya modern
Tenwijudnya | - Peningkatan Malaksanakan | - SK Kuasa | Sekretaris |
peningkatan sarana dan pengadaan Pengauna
saranza dan orasaranz alat pengolzah Anggaran !
prasarana | pendukung data dan tentang
aparatur ! Kinerja ROmuninasi rengelolaan
Negara aparatur Melaksanakan Keuangan
peiadiiail pengadaar - SK Kuasa
teknolon Penaouna
informasi Anggaran
Mejaksanakan tentang
pengadaan Pejabat

dan fasilitas ]
dan peralatan
perkantoran
(mebeulair)
Melaksanakan |
pengadaan
alat pengolah
data dan
komunikasi
pendukung
SIPP.

Pengadaan !
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3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (institutional frame work) merupakan perangkat
Kementerian/Lembaga sesuai dengan strukiur organisasi, ketatalaksanaan dan
pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
stralegi. Mahkamah Agung Ri sebagai lembaga lerlinggi yang membawahi 4
peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara
dan Peradiian Militer), pada tahun 2005 strukiur crganisasi antara kepaniteraan
dan kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana
Peraturan Presiden No 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah
Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun
2005. Adapun peradilan yang dibawah naungannya antara kepaniteraan dan
Kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama
(Pengadilan Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Agama,
Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda
Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan, Panitera
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, sedangkan Wakil Sekretaris dibantu
oleh Subbag. Keuangan, Subbag. Kepegawaian, dan Subbag. Umum.

Dengan adanya Peraluran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekrelariatan telah dipisah.

Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 7 Tahun 2015
Pasal 1

(1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselenggaranya adminisirasi perkara pada Pengadilan.

(2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang
dibantu Wakil Ketua Pengadilan.

(3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana adminisirasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan
kepada Panitera Pengadilan.
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Pasal 2
Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
Kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4
Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 85
(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:
a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, ; dan
b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas,
terdiri atas:
a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A;
b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | B; dan
. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1l

Pasal 114

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas Il adalah aparatur tata usaha

O

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas Il.
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Keias Ii dipimpin oleh Panitera.
Pasal 115
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas Ii mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang leknis dan administrasi perkara seria
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Pasal 117
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas ii, terdiri atas:
a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
¢. Panitera Muda Hukum.
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Pasal 293
(1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas,
terdiri atas:
a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas [ A,
b. Kesekretariatan Pengadiian Agama Kelas | B; dan
C. Kesekrelariatan Pengadilan Agama Kelas Il
Pasai 322
(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1l adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjaiankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 11
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas Il dipimpin oleh Sekretaris.
Pasal 323
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas |l mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
Keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan
Pengadilan Agama Kelas !l.
Pasai 325
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas Il terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Teknoiogi informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tala Laksana, dan
¢. Subbagian Umum dan Keuangan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Batulicin dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang
teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan
administratif, telah mengacu pada kerangka kKelembagaan Mahkamah Agung R!
yang dijadikan sebagai kerangka Kinerja aparatur Pengadilan Agama Batulicin
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dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan
Agama Batulicin.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di alas, dapat dipahami bahwa
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi
yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang
Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi
acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Balulicin sebagaimana
lersebut di atas dipandang cukup efeklif dan ideal dalam mewujudkan sasaran
dan lujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang terluang dalam
RPJMN il tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan
hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan
penegakan hukum dalam berbagai aspek.
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Targei Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan
Keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun wakiu yang ditetapkan.
Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019
setiap lahunnya lelah diteniukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator

Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini:

i ciilyhaliiya | a. Felsciiase T Telhwujudinya a. Feisciidane ok | ioo¥e | ook T Te
j proses sisa perkara l Proses sisa perkara J l l l
" - yang yang [
| o m"‘x::' diselesaikan [ ::zf”an yeng diselesaikan | [ | [
transparan Transparan
dan akuritabel dan Akuntabel
b Persantase | BO% b Parseniase REh BE% B7%, BR% | BO%
[ | peteryang | ! | ey || r
Uisgicadinali Ulseiebaidli
lepal wakiu lepal wakiu
c. Persentase 40% c. Persentase 5% 10% 3% 30% 40%
| penurunan penurunan
! i sisa perkara ! I sisa perkara. ‘ }
d Persentase a9 5% d Fersentase G8% 98 5% 99% 99 5% 99, 70%
perkara yang perkara yang
Ticdak Tidak
] Me an Mengajukan
} ! J Upaya f Upaya Hukum
Hukum: :
Banding ® Banding
| &  Kasag ® Kasas
| e ! S |
e Index 89% e. Index 85% BE% 87% 88% 89%
responden responden
pencan pencan
} [ 1 Keadilan f | i keadilan yang l i
Tated pasiehadss
puasterhad layanan
ap layanan peradian
- peradilan
j 2| Meningkatnya a. Persentase | 100% Peningkatan  |a  Persentase isi ] 100% 1 100% 100% | 100% 100%
ciekliviias il puluoal Eiextivilas ;l-;;wiﬁ ':“5";19
yang fima olel
i s atenma i v para pinak
pelE el aleh para ERytASR tapat wakiu
! perkara i pihak tepat Perkara !
Wil
b. Persentase 100% b. Perseniase 100% 100% 100% 100% 100%
Perkara yang Perkara yana
| Diselesaikan Dizelezaikan
[ melalui ! melalui
Mediasi Medias
c. Persentase 100% c. Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
herkas berkas
pertkara yang yang I
J dimohonkan dimohonkan
Banding, Banding,
Kasasi dan Kasasi dan
PK yang PK yang
diajukan diajukan
l seddld secard
| | lengkap dan lengkap dan | | 1
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[ ———
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-1 [ 55 Lats a0t Sal 1
[Ty Vi e
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3 Meningkatnya |a Persentase 100% Meningkatnya a  Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
akses perkara Akses perkara
l peradilan bagi [ prodeo yang Peradilan bagi pradeo yang |
ms'ﬁlfﬂkﬂ{ Ui aaingil i l\l'hsya.rak.at Uissicsanal i
miskin dan Miskin dan
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4.2. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan
Mahkamah Agung Ri, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan
akan teriaksana secara optimai apabila penyelenggara diikuti dengan
pemberian dukungan berupa dana yang Cukup sesuai program yang
dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang beriaku. Sebagai lembaga yang
pendanaannya dialur oleh pusalVAPBN, seluruh kegiatan terkail dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran teriebih dahulu
lelah dilakukan analis oleh pengelola keuangan/Subbagian Rencana Program
dan Anggaran sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengeloiaan
Keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Batulicin terlebih
dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperiukan pembiayaan sesuai
dengan program Kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian
pelaksana untuk memberikan suatu masukkan sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan
untuk memperoleh gambaran Kapasitas keperiuan pendanaan selama 5 tahun
kedepan yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:
1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/impiementasi
Pengawasan/pembinaan

&

BN

. Evaluasi Kegiatan

Kebijakan pemerintah saat ini melakukan efisiensi pengelolaan keuangan
negara maka usulan-usulan dari satuan kerja khususnya Pengadilan Agama
Batulicin yang tidak terpenuhi untuk pemenuhan pendanaan kegiatan sehingga
kegiatan yang dilaksanakan ada yang dalam pelaksanaannya tanpa didukung
oleh dana dari DIPA. Salah satu tugas pokok yang signifikan yaitu melakukan
pembinaan dan pengawasan Ke daerah terkait dengan peningkatan Kinerja, dan
pelayanan yang prima dan (ransparan. Sebagai lembaga yang tetap
menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima hai itu bukan menjadi persoaian

demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
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Rencana Strategis Agama Batlicin Tahun 20152019 i disusun
dengan mengacu pada RPJMN, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat
diukur dan digunakan sebagai acuan dafam penyusunan Rencana Kkerja
tahunan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Batulicin tahun 2015-2019
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun
yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalanan, litik-titik lemah, peiuang lantangan,
program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan seiama kurun
waklu lima tahun, serla oulpul yang ingin dihasiikan dan oulcome yang
diharapkan.

Rencana slrelegis Pengadilan Agama Balulicin lerus disempurnakai
dari wakiu kewakliu, oleh karena itu dibuatiah reviu tahunan ini. Dengan
demikian renslra ini bersifal terbuka dari KemungkKinan perubahan. Melalui
renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran lingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola.

Pada rencana strategis diperiukan langkah-langkah untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan
prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional,
efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renslra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadiian Agama Batulicin memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuniun bagi pencapaian arah, lujuan dan sasaran program selama lima
tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin

dapatl terwujud dengan baik.
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Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadiian Agama Batuiicin dan
unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur,
menggambarkan kinerja (hasi kerja) jangka menengan yang terukur, layak
untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat
ibutuhkan.
Memastikan dimanfaatkannya KU pada proses (dalam dokumen)
perencanaan, peganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan
meminta seluruh unit Kerja mempertanggungjawabkan Kinerja atau hasilnya
teriebin dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum
mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan
Kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarannya (mengaitkan
IKU dengan anggarannya)
Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang
menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang
sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan,
keunikan, keutamaan dan alasa keberadaa enlilas, mulai dari Pimpinan,
Eselon i, i, lli, dan iV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik
diingkal Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat
Pertama dan Banding.
Memastikan seliap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur,
menagin dan menyimpuikan Kinerja sebagaimana yang disepakatli disetiap
tingkatan (bulir 4) dan mengailkannya dengan penghargaan dan
pengakuan (reward dan recognition) atas capaian Kinerja yang pantas.
Tunjangan Kinerja harus diberikan atas capaian Kinerja, terukur, bukan atas
kehadiran.
Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit
Kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan
mewujudkan unit-unil kerja yang berinlegritas dan selaiu berorientasi

kepada hasii (outcome), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan
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Pengawasan memastikan tersediannya evaiuator yang terlatin (kompeten)
baik dipusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu
meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.

7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan
agar Mahkamah Agung lebin transparan dengan memastikan diunggahnya
dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik
(Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Ulama dan Pelaporan
Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau miiik
unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat lerkini (update).

8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan
sistem akuntabilitas Kinerja di seluruin unit kerja Mahkamah Agung baik di

pusat maupun daeran.

| Reviu Renstro Pengauiian AQama BoLUick) Toun 20i5-2019 — Halaman 36




uejipe.ad uejpesad
ueuvAe| depeyisy send ueuedz| depeyiz) send
Sueh ueppeay Leauad 3ueA ue|ip23y eouad
9,568 238 %L8 %8 %48 uapuodsaixapul 9 %68 apuondsal xapu| 2
sk | R . O - O O =N e = i s B
Iseaey o ISESeY e
Zulpueg e sulpuey e
D umyn4 eAed s wrsjny 2Aedn
ueynledualyy yeply SueA ursnfesius|n yept_ Suel
%GL66 | %566 | %56 | %S'B6 | %86 eJesged astiuasiad P %5466 pJeyJad aseuasiad p
edesdad esis ‘raeylad esis
9501 950€ %re %0T 9C | ueunInuad asviuasiad ) %0t veunsiuad aseinnsiay 1
npem npjen
1edal uey2salssip SueA jeday veyresepasip Sued
9,58 2538 %L8 | %L %51 eieyued astjuasiad g %68 eJeyded asequasiay 'q
e Y O Y- T V1 2 A N =T T 00 B
UEp ueJedsues) 1ep ueledsuess
uey12sa|35Ip BueA ‘11584 Jueh uejipziag ueyieselasip Sued ‘nysed SuzA uejpeiuad
%00T %0071 %00T %001 %00T | =aeysad esis astiuasiad 2| <os0ld] eAupnininiag %00T | eleddad esis eseyuasiay e | sosoud eAurjBuiiein 1
610z | 8foz | Li0z | 9toz | &0z | “Reuyioyeypti | ueein | | eleupjioyeipui | wueeay [
[t wae] RS A e e\ BIBSRE T i YRl vl RN BT | oN

ug| pelad uepeg Isueiedsui] uep SEQIpalY ueyiey8ulua b

ue|ipesad uepeg veutdwiuiaday sey|eny ueyieydulualy g

ue|lpeay LUEIU34 epeday ue|ipeayiag Sued winnH ueusAead ueUaqUIBIA T
T

He[IpRIad uepeg uepuzway| edelug) 1S1[A]
gun3y Sueh Ui nieq ewedy ue|ip28uaq eAupnin/mia, ISI/\
upI ey eweldy vepedusg ISUBISU|

6T0Z-ST0C NOHV.L SIDILVYLS TNVINIY NIATY SIIYLVIN



“(lunyeqcog)
wiyry uenueq _
ueueAr| jedepusul
m Fuehniuzial
“ ueduo|cE ueppesy
peauad aseyuasiod P 2001
wrany sey uspl )
(1123uN|0A) ueUOYyOLILIHd

(wnxegsog)
Ny u2njue]
uz2uede| jed2puaul

guei niuaye)

e juo|oil ueppeay
Leouad 3521uasiay P
i LMy selpuepl - o
(1e3unjoA) uBLOYO WIS 1

%00T | %001 | %00T | %0)T | %001

%5001 %0071 | %000 | %001 | %001 aeydad aseyuacing T %001 eleyad as2iuasiay D
[ T 7 o - o “Taeppeduad Sunpsn - o - | T ueppeBusd Bunpay o - o o
Jen|io ueyiesogasip dued Jen|ip uexlessesip Sued
%00T | %001 | %000 | %001 | %001 aiesad asequesind  'Q %001 e12>Jad 9521U8s)4 °q

uey1giudia | uep SENTECIEEE

upisipy pyeddeep

ueylesa|asip
3ued ozpoid
aleydad asejunsiag

13eq ue| pelad

<wsyy eAure)duuap

ueyiesalast)
dued oapoud
eiey)ad aseiussiag B

uep upjsivl 1njedesse
1leg ueppesd
sosye eAuiENBUILDIA|

snondip {235

ey T nyfem wejep
AUUO EIBIDS S EIP
12dep Hueh (yeleAs

| LIOUONE) 1 jeleisewl
ueieydad queuaw Fueh
uesnind asejusciag

smndisyelss

LRy T Npem wee)

SU|UO BIEIAS TRSY Rl )

yeden Suen ( 12ueAs

ILICUOyR) e eAseL

vepetpied yuedsiu uel
uzsrind 9s52juasiay P

7 npenjeda) uep
deyjgua) eazdas ueynfelp
gueh yd uep 1sese)
Buipueg Ueyuoyouwp
fdued esexyand

se)JiE (] asejuTslng

Trpemozdayues
dex3ue| 21edas uynferd
fiued dd uep isesey
‘Buipueg ueucyowd
3ueh eleyiad
5ey19g 9521u8sia D

T sEIpaN Iz jeW
ueyiesejasig dued

2B Jél ] ASRIUTIS I

“TiseIpalAl Injeau
ueylesa)asiq 8uel
Bl12)3d ?iRjUasiay 'q

npjew jedsy seyid
esed ya)0 wiuayp duek
nesnind 1s] aseunsiag

CREER
uelesajahilag
urejojaduad
SeynlpEg

ueyexyiuilag

rpjemeds) yeynrd
esed 3]0 ewrayip Bued
uesriand 15| @52juasiay ‘e

ediaad ueesajalued

u2z[3edund seHAIe

gAuleyBuILDiAl

’ ~



[ T 7] - o - 7 nnfuepepunip [ - o - T T Tanlueyzpuniy o - -
suel [eutansyd Bued j2uia38y3
ueesyuawad [1sey vezuawed jise
486 %L6 %L1 %<6 %56 Jenw3) asequscing 0 9%GE uen U2 2ikjuasiad I
T N o o o TeseSan il Sueseq | - - - T ese8oN i duesey” o - o
2500T %001 %001 %001 %001 | ueejo@8uad asequasind g %001 | ueejo@iuad 3i21uasiag q
o T ] o o o o o o B T Tueppesad | T o o o o o o
euiad uiuehe) neppelad
npjem eday N3N uawaeuew ny|2/4 jede) ewnid ueueie|
uejipeiad ueduenisy ueduninp uzipetad uelduenay synun ualualeue
496 %EG % %06 %06 ueeoPBuad asejuscind  CE sAutedzolay | %06 | ueejo@Euad asejuasiay B | ueSumynp e/ulededsa)
T 7 o - T smasy21d) anfuepiepunip | ueppi3uad uesnind | | Tisnyosyaip) nnftepiepunp | Leppesiued uesnyrd
8ue/ eyepuad vapad | depeuss: ueyrieday Sued eyepuad esesad dzpeydsy urynyedo
%00T | %001 | %00L | %071 | %001 uesnynd sseuasiad ehune)duiuapy %001 vesmnd asejuesiag eluieydujusiy




Menimbang

Mengingal

TUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN
Nomor : Wi5-A13/46 /OT.00/SK/1/2020

TENTANG :
REVIU RENCANA STRAT“"IS

PENGADILAN AGAMA BAI ULICIN TAHUN 2015-2019

[

S

i

KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Bahwa dalam rangka menindakianjuti Hasil Pelaksanaan Evaluasi
Sistem  Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh
Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormast
Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SERK/OT.01 1/11/2019
tanggal 15 November 2019 maka Rencana Strategis Pengadilan Agama
Batulicin Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan Reviu

bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kineria Instansi
Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana tugas, fungsi Pengadilan Agama
Batulicin sesuai mandat (core business) yang diemban, maka periu
mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, mengingat
adanya sasaran-sasaran sirategis vang perin disesnaikan dengan tugas,
fungsi dan mandai (core business) Pengadilan Agama Batulicin, oleh
karena itu periu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Batulicin tentang Reviu Renstra Tahun 2015-2019

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahikamah Agung
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaga Negara Republik indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomer 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;

Undang-Undang  Nomor 48  iahun 2009  ieniang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Peraturan Presiden RI Namor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 -2025; :
Peratwran  Presiden  Nomor 29 Tahon 2014  tentang  Sistem

i
Akuntabilitas Kincrja Instanst Pemerintah



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Peraturan Meinleri Pendayagunaan Aparatui Negara dan Refoimasi

Birokrast Rl Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk 'I'ehnts Perjanjian

8. Kineria, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Peneclashan Rencana

10.  Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L)2015-2019

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan

tata kerfa kepaniteraan dan kesekretariatan peradiian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

-]

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATULICIN
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA
BATULICIN TAHUN 2015-2019;

Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin
Tahun 2015-2019 sebagaimana tercanlum dalam lampiran Keputusan ini dan
sebagar acuan ukuran kinerja di Pengadilan Agama Batulicin selama 5 tahun;
Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menvusun perencanaan tahunan,
penvusunan dokumen penetapan kineria, pelaporan akuntabilitas kinerja,
evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja
pelaksanaan program dankegiatan-kegiatan;

Surat Keputusan ini beriaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
diperbaiki scbagaimana iestinya.

Ditetapkan di  : Batulicin
Pada tanggal - 2 Januari 2020

|

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

I

ietna Pengadiian Tinggi Agama Banjarmasin



